Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Peneraﬁan Perjanjian Gadal Tanah Sebagai Alternatif Kredit Non
Perbankan dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan di Desa Pukdale
Kabupaten Kupang Provins Nusa Tenggara Timur = Application of
Land Pawn Agreements as an Alternative to Non-Banking Credit in the
People's Economy System in Pukdale Village, Kupang Regency, East
Nusa Tenggara Province

Jelian Isra Risandy, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=9999920519747& | okasi=lokal

Pelaksanaan Perjanjian Gadai secara Adat biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat Adat di beberapa
daerah pelosok di Indonesia. Salah contoh Gadai Adat yang masih ada saat ini ialah Gadai adat yang
dilakukan oleh masyarakat di Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Perjanjian
Gadai Tanah tersebut harusnya bisa menjadi alternatif lain dalam hal mencari Pinjaman Tunai atau Kredit
selain malaui lembaga Perbankan Maupun Pegadaian Konvensional. Apalagi dimasa Pandemi Covid-19
yang masih terjadi saat ini, banyak masyarakat yang memerlukan Pinjaman cepat dan Tanpa Proses
Administrasi yang Rumit Layaknya L embaga Perbankan. Permasal ahan yang dikaji dalam penelitian ini
adalah mengena Implementasi Perjanjian Gadai Tanah Sebagal Alternatif Kredit Non Perbankan Dalam
Sistem Ekonomi Kerakyatan di Desa Pukdale Kabupaten Kupang Provinsi NTT dan Keabsahan dan
Kekuatan Hukum Gadal Tanah di Desa Pukdale Kabupaten Kupang Provinss NTT menurut Ketentuan
Perundang-undangan. Tipologi Penelitian yang digunakan adalah Penelitian dalam bentuk Eksploratoris,
dan bentuk penelitian ialah Non Dokrinal. Sedangkan Metode Analisis Data yang digunakan adalah Metode
Pendekatan Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya gadai tanah ini diharapkan dapat
membantu masyarakat dalam hal memperoleh suatu pinjaman secara langsung dan tunai tanpa harus melalui
kredit di Perbankan serta diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi yang bagi masyarakat
sekitar. Eksistensi dari Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah masih tetap berjalan sampai dengan saat ini di
beberapa daerah di Indonesia. Masih berjalannya Perjanjian tersebut dapat ditinjau dari peraturan
Perundang-undangan yang tetap berlaku serta memiliki keabsahan dan Kekuatan Hukum yang mengikat
bagi Para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Gadai Tanah tersebut. Diharapkan para pihak melibatkan juga
peran Notaris dalam Perjanjian Gadai, dimana Akta Notaris sebagai Akta Otentik memiliki sifat dan
Kekuatan Pembuktian Lahiriah, Kekuatan Pembuktian Formal serta Kekuatan pembuktian Materiil.

...... The implementation of Customary Pawn Agreementsis usually carried out by Indigenous community
groupsin severa remote areas in Indonesia. One example of traditional pawning that still existstoday isthe
traditional pawning done by the community in Pukdale Village, East Kupang District, Kupang Regency. The
Land Pawn Agreement should be another alternative in terms of seeking cash or credit loans other than
through conventional banking or pawnshop institutions. Especialy during the Covid-19 Pandemic whichis
still happening today, many people need fast |oans and without complicated administrative processes like
banking institutions. The problems studied in this study are regarding the Implementation of Land Pledge
Agreements as Alternatives to Non-Banking Credit in the People's Economy System in Pukdale Village,
Kupang Regency, NTT Province and the Legitimacy and Legal Strength of Land Pawning in Pukdale
Village, Kupang Regency, NTT Province according to statutory provisions. The research typology used is
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research in an exploratory form, and the research form is non-docryral. While the Data Analysis Method
used is a Qualitative Approach Method. The research results show that the existence of aland pawn is
expected to be able to help the community in obtaining aloan directly and in cash without having to go
through banking credit and is expected to be one of the economic drivers for the surrounding community.
The existence of the implementation of the Land Pledge Agreement is still ongoing today in several regions
in Indonesia. The ongoing operation of the Agreement can be reviewed from the laws and regulations that
are till in effect and have validity and binding legal force for the partiesinvolved in the Land Pawn
Agreement. It is hoped that the parties also involve the role of the Notary in the Pawn Agreement, where the
Notary Deed as an Authentic Deed has the nature and strength of outward proof, formal strength of evidence
and material strength of evidence.



